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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Simpan Pinjam 

1. Pengertian Simpan Pinjam 

Menurut melayu p hasibuan simpan pinjam adalah suatu 

transaksi yang memungut dana dalam bentuk pinjaman dan 

menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota 

yang membutuhkan, hal ini dilakukan kareana untuk 

menghindari adanya renteenir yang merugikan masyarakat. 

Menurut ninik widayanti: “simpan pinjam merupakan suatu 

usaha yang melakukan pembetukan modal melalui tabungan para 

anggota secara teratur dan terus menerus kemudian di pinjamkan 

kembali kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, 

cepat, tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. 

Menurut umar burhan: “simpan pinjam adalah suatu 

usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan  

menyalurkan kembali dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

kembali dalam bentuk pinjaman  kepada anggota dalam jumlah 

dan waktu tertentu sesuai dengan bunga yang telah di sepakati.
1
 

                                                             
1
 Nunung Hazinatul Asror,Pengaruh Dana Simpan PInjam Untuk 

Perempuan Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif 

Ekonomi islam, (Skripsi IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten),14. 
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2. Simpan Pinjam Menurut Pandangan Islam 

Dalam islam simpan pinjam dikenal dengan istilah 

“ariyah” ariyah menurut etimologi, ariyah adalah datang dan 

pergi. sedangkan secara syara ariyah adalah memperbolehkan 

guna manfaatnya suatu benda yang halal dengan masih utuhnya 

benda tersebut guna dikembalikan. 

 Para ulama fiqh, berbeda pendapat dalam 

mendefinisikan masalah simpan pinjam ini
2
, menurut syekh 

assyarksi dan ulama malikiyah’ 

فَعَةِبغَِيْْعَِوضٍ   تََلِْيْكُ الْمَن ْ
Artinya : “pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti. 

Sedangkan menurut ulama syafi’iyah dan Hambaliyah
3
 

فَعَةِبِلََعَوْضٍ ابِاَحَةُ   الَْمَن ْ
Artinya : “pembolehan untuk pengambilan manfaat tanpa 

mengganti” 

 

3. Hukum Pinjaman Di Tinjau Dari Syari’at Islam 

Hukum meminjamkan suatu benda yang telah menetapi 

syarat-syarat bagi syara adalah menurut mufakat semua ulama 

                                                             
 

2
 Syamsuddin Asy-syarkasi, Al-Mabsuth, juz XI.hlm. 133, dikutip dari 

buku  fiqih muamalat rahmat syafe’I, (Pustaka Setia);bandung.,2001 p.139 

 
3
Muhamad Asy-syarbini, ibid., juz II.hal.264, dikutip dari buku  fiqih 

muamalat rahmat syafe’I, (Pustaka Setia);bandung.,2001 p.139 
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dan termasuk amal ma’ruf / amal kebajikan yang terpuji. Bahkan 

dalam islam hukum memninjamkan ini adalah wajib, demikian 

menurut keterangan imam ruyani, yang artinya : 

“Dari sofwan bin umayah ra: sesungguhnya Nabi 

Muhamad SAW pinjam baju kere darinya pada waktu perang 

hunain, kemudian sofwan bertanya: apakah ini namanya ghasab 

hai muhamad? Beliau menjawab : bahkan ini pinjaman yang 

dipertanggung jawabkan”. 

Sebaliknya orang yang tidak boleh dipinjami dengan 

tidak ada halangan, dia termasuk dari sebagian orang yang 

mendustakan agama. Dremikian seperti firman Allah ta’ala 

dalam surat  AL-Maun ayat 7: 

 (  7وَيََنَْ عُوْنَ الْمَعُوْنَ )الماعون:
Dan orang orang yang mencegah pada orang-orang yang 

meminjam (QS Al-Maun:7)
3 

 

Lembaga simpan pinjam adalah yang khusus bertujuan 

melayani atau mewajibkan anggotanya  untuk menabung, 

disamping dapat mebmeberikan pinjaman kepada anggota nya. 

Sebagian kalangan mendefinisikan simpan pinjam adalah 

sebuah lemabaga yang modalanya di peroleh dari simpaanan 

pokok dan simpanan wajib para anggota  lembaga tersebut. 



18 

 

Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan 

kepada para anggota simpan pinjam dan terkadang juga di 

pinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi, yang 

memerlukan pinjaman uang, baik untuk kperluan konsumtif  

maupun modal usaha. kepada setiap peminjam, lembaga simpan 

pinjam menarik uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian 

persen dari uang pinjaman. Adapun jumlah keuntungan yang 

diterima oleh masing-masing anggota simpan pinjam di 

perhitungkan menurut intensitas anggota yang  meminjam dari  

uang lembaga, artinya anggota yang sering meminjakan uang , 

dari lembaga tersebut akan mendapatkan bagian paling banyak 

dari SHU, dan tidak diperhitungkan dari jumlah simpanannya, 

karena pada umumnya jumlah simpanan pokok dan simpanan 

wajib dari masing-masing anggota adalah sama.
4
 

Didalam koperasi, simpan pinjam terdapat unsur riba 

yang diharamkan dalam islam, karena koperasi ini menarik dari 

setiap peminjam uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian 

persen dari uang pinjaman.akan tetapi beda halnya dengan 

                                                             
 

4
 Nunung Hazinatul Asror,Pengaruh Dana Simpan PInjam Untuk 

Perempuan Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif 

Ekonomi islam, (Skripsi IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten),17.  
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lembaga simpan pinjam yang dibentuk oleh PNPM di 

Kecamatan Cikedal, mereka mengambil tambahan 

pembayarannya dari setiap peminjam, yang nantinya 

dipergunakan untuk kepentingan bersama, uang administrasi 

yang dibolehkan adalah uang yang memang dipakai untuk 

kepentingan administrasi bukan untuk mencari keuntungan. 

Seperti firman  Allah dalam surat Al Baqarah ayat 275:
5
 

“….Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba….” 

 

4. Cara transaksi simpan pinjam yang sesuai syariat 

Ada beberapa cara yang  bisa dilakukan agar lembaga 

simpan pinjam sesuai syariat dan terhindar dari riba , diantara 

adalah: 

Cara pertama lembaga simpan pinjam memebeli baran-

barang tersebut kepada para anggota atau kepada masyarakat 

umum. Keuntungan dari hasil penjualan dibagi kepada para 

anggota berdasarkan jumlah uang yang ditabung ke lembaga 

simpan pinjam tersebut. 

                                                             
 

5
 Anggota Ikatan Penerbit Indonesia Departemen Agama R.I., Al-Qur’an 

dan Terjemahanya, (Bandung: Diponogoro,2000) 
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Cara kedua: lembaga simpan pinjam ini juga bisa 

meminjamkan uang kepada para anggota yang membutuhkan 

untuk keperkluan konsumtif, tanpa dipungut bungasedikitpun. 

Tetapi jika anggota memerlukan uamg untuk keperluan usaha, 

maka lembaga simpan pinjam bisa menerapakan system bagi 

hasil sesuai kesepakatan bersama. Tetapi akad ini tidak 

dinamakan pinjaman, tetapi disebut dengan mudharabah. 

 

5. Syarat-Syarat Dalam Simpan Pinjam 

Syarat orang yang meinjamkan harus orang yang sah 

tasharufnya. Syarat sah benda yang di pinjamkan ada tiga 

perkara: 

a. harus miliknya sendiri, atau milik orang lain yang telah di 

izini, atau telah disewa. 

b. bendanya yang harus ada gunanya serta penggunaannya yang 

duiperbolehka oleh syara. 

c. setelah dipergunakan bendanya msih utuh, jadi tidak sh 

meminjamkan benda yang berkurang setelah dipergunakan 

sperti makanan, mangsi dan lain sebagainya. 

Dalam akad ariyah ini bagi orang yang meminjamkan 

boleh meminjamkan bendanya dengan tidak ada batas 



21 

 

waktunya., dan boleh mebatasi waktunya. Dan dia boleh 

meminta benda yang dipinjamkan sewaktu-waktu yang 

dikehendaki. Dalam akad ini apabila orang yang meminjami 

meninggal dunia, gila atau ayan maka akadnya batal. Jadi 

apabila orang yang pinjam  meninggal dunia maka untuk ahli 

warisnya wajib mengembalikan. Damn apabila benda teersebut 

digunakan ahli waris maka hukumnya dosa, kecuali da 

membayar sewa kepada orang yang meminjaminya.
6
 

 

6. Unsur-unsur simpan pinjam 

Simpan pinjam diatas mengandung unsur-unsur sebagai 

berikut: 

a. kerja sama 

b. tolong menolong 

c. meningkatkan kesejahteraan 

Dasar hukum unssur-unsur simpan pinjam tersebut diatas: 

1) Firman allah SWT dalam  quran surat almaidah ayat: 2 

 (2الماءدة:(وَتَ عَا وَ نُ وْا عَلَئ الْبِِّوَا لْعُدْوَانْ 
 Dan tolong menolng lah kamu dalam (mengerjakan) 

kebaikan dan takwa (Qs Almaidah:2)
7
 

 

                                                             
 

6
 Ahmad Sholeh, Tarjamah dan Penjelasan Kitab Taisirul Murrad 

(Matan Goyah Wattaqrib),. Semarang Usaha Keluarga. 73. 

 
7
 Anggota Ikatan Penerbit Indonesia Departemen Agama R.I., Al-Qur’an 

dan Terjemahanya, (Bandung: Diponogoro,2000) 
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2) Sabda nabi muhamad SAW , yang diriwatkan oleh muslim 

لايََضْلِمُوُ  نْ عمر الخطب رضي الله عنو قال:الَْمُسْلِمُ اَحُو مُسْلِمِ عَ 
وَلَايُسْلِمُوُ مَنْ كَا نَ فِْ حَاجَةِاَحِيْوِ كَانَ الُله فِْ حَاجَتِوِ وَمَنْ فَ رجََ 
عَنْ مُسْلِمِ كُرْبةََ فَ رجََ الُله عَنْوُ بِِاَ كُرْبةََ مَنْ كُرَبِ يَ وْمِ الَْقِيَامَةِ وَمَنْ 

 سَتَ رَ مُسْلِمًا سَتَ رهَُ اللهُ يَ وْمَالْقِيَامَةِ 
Seorang muslim dengan orang islam lainnya itu 

bersaudara,. Tidak boleh menganiayanya dan tidak boleh 

menundukan (menguasainya). Barang siapa yang selalu 

mematuhi keperluan saudaranya, maka allah akan memenuhi 

keperluannya. Barang siapa yang memecahkan kesulitan 

orang muslim, maka allah akan memecahkan kesulitan orang 

di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib (cela) 

maka allah kan menutup aib (cela) nya di hari kiamat. 

3) Hadits riwayat al Bazzar dari al hakim yang menyatakan 

bahwa hal-hal yang tidak disebutkan dalam al Quran dan as 

sunnah tentang kehalalan dan keharaman termasuk sesuatu 

yang dimaafkan. 

مَااَحَلَ اللَّوُ كِتابوِِ فَ هُوَ حَلََلً وَمَاحَرَمَ فَ هُوَحَراَمٌ وَمَاسَكَتَ عَنْوُ 
 فَ هُوَعَفْوٌ 
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Apa saja yang telah dihalalkan oleh allah dalam kitabNya 

maka (hukum) halal. Dan apa saja yang diharamkan maka 

hukumnya haram. 

 

B. Konsep Pendapatan 

Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama 

satu priode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau 

penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang 

mengakibatkanb kenaikan ukuitas, yang tidak berasal dari 

kointribusi penanaman modal.
8
 

Peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban 

dapat berasal dari penyerahan barang/jasa atau aktivitaas usaha 

lainnya dalam suatu priode. Tidak termasuk dalam pengertian 

pendapatan adalah peningkatan aktiva perusahaan yang 

disebabkan pembelianaktiva, investasi pemilik, pinjaman atau 

koreksi laba tahun lalu. Peningkatana jumlah aktiva dapat 

berbentuk diterimanya uang tunai, timbunya piutang atau aktiva 

lainnya. Pendapatan merupakan jumlaj yang dibebnkan kepada 

langganan atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang 

                                                             
 

8
 Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (Jakrta : 

Salemba Empat, 2004), 23. 
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dilakukan. Pendapatn yang berasal dari kegiatan utama disebut 

pendapatan usaha (operating revenue). Pendapatn yang di 

peroleh dari kegiatan diluar kegiatan utama disebut pendapatan 

lain-lain (other revenue atau other income). 
9
 

1. Pengertian pendapatan  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah 

hasil (usaha atau sebagainya).
10

 Sedangkan pendapatan dalam 

kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, 

perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, 

bunga, komisi,ongkos dan laba.
11

 

Pendapatan seseorang juga dapat di definisikan sebagai 

banyaknya penerimaan yang di nilai dengan satuan mata uang 

yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa salam priode 

tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan : “pendapatan (revenue) 

dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada 

priode tetentu:”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pendapatan adalah sebgai jumlah penghasila yang diterima oleh 

                                                             
 

9
 Soemaso, Akuntansi Suatu Pengantar Buku 2 Edisi 5 Revisi(Jakarta: 

Salemba Empat,2005), 230. 
10

 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahsa 

Indonesia, (Jakarta Balai Pustaka , 1998), Hlm. 1 
11

 BN. Marbun, kamus manajemen, (Jakarta : pustaka sinar harapan : 

2003), hlm.230 
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para anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu sebagai 

balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan. 

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau 

balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh dari individu atau 

kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari 

usaha sampingan adalah aktifitas pokok atau pekerjaan pokok. 

Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat 

digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok. 

Tingkat Pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya 

suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat 

dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan 

rendah pula. Dan begitu pula sebaliknya. 

 

2. Jenis-jenis pendapatan 

Jenis-jenis pendapatan   menurut kusnadi dalam rosidah 

adalah sebagai berikut:  

a. Pendapatan operasi 

b. Pendapatan non operasi
12

 

                                                             
 

12
 Ida Rosidah, Pengaruh Pendapatan Laba Perusahaan pada PT. Pos 

Indonesia (persero) Kanwil Pos V Jabar-Banten, (Skripsi, program sarjana, 

Universitas Computer Indonesia, Bandung,2005),14 
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Adapun penjelasan jenis-jenis pendapatan adalah 

sebagai berikut: 

1) Pendapatan operasi 

 Pendapatan operasi dapat diperoleh dari 2 sumber 

yaitu: 

a) Penjualan kotor 

Penjualan kotor adalah penjualan sebagaimana 

tercantum dalam faktor atau jumlah awal 

pembebanan sebelum dikurangu penjualan return dan 

potonga penjualan. 

b) Penjualan bersih 

Penjualan bersih adalah penjualan yang diperoleh 

dari penjualan pokok dikuangi return oenjualan 

ditambah dengan potongan penjualan lai-lain.
13

 

2) Pendapatan non operasi 

 Pendpatan non operasi dapat diperoleh dari 2 sumber 

yaitu: 

 

                                                             
 

13
 Ida Rosidah, Pengaruh Pendapatan Laba Perusahaan, 15  
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a) Pendapatan bunga 

Pendapatan bunga adalah pendapatan yang diperoleh 

perusahaan karena telah meminjamkan uangnya 

kepada pihak lain. 

b) Pendapatan sewa 

Pendapatan sewa adalah pedapatan yang diterima 

perusahaan karena telah menyewakan aktivanya 

untuk perusahaan lain.
14

 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan 

bahawa jenis-jenis pendapatan terdiri dari pendapatan 

operasi yang dioeroleh dari penjualan kotor dan 

penjualan bersih, pendapatan non operasi diperoleh 

dari pendapatan bunga dan pendapatan sewa. 

  

3. Macam-macam pendapatan 

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima 

oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu priode tertentu, 

baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Beberpa 

klasifikasi pendapatan anatara lain: 

 

                                                             
 

14
 Ida Rosidah, Pengaruh Pendapatan Laba Perusahaan, 15. 
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a. Pendapatan pribadi 

Pendapatan peribadi yaitu semua jenis pendpatan yang 

diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang 

diterima penduduk suatu Negara. 

b. Pendapatan disposibel 

Yaitu pendapatan peribadi dikurangi pajak yang harus 

dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa 

pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang 

dinamakan pendapatan disposibel. 

c. Pendapatan nasional  

Yaitunilai seluruh barang-barang jadi jasa-jasa yang 

diproduksikan oleh suatu Negara dalam satu tahun.
15

 

 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan 

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan, yaitu: 

a. Konsumsi 

Konsumsi sangat penting untuk analisis ekonomi 

jangka panjang maupun jangka pendek. Hal ini karena 

konsumsi agregat yang merupakan penjumlahan dari 

                                                             
 

15
 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar, 61. 
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pengeluaran seluruh rumah tangga yang ada dalam 

perekonomian merupakan komponen dari pengeluaran 

agregat yang terpenting. Jika terjadi perubahan konsumsi 

maka tingkat keseimbangan pendapatan akan berubah 

pula. Dalam analisis jangka panjang, konsumsi sangat 

penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi, karena 

memntukan tingkat tabungan. Tingkat tabungan 

menunjukan persentase pendapatan suatu generasi yang 

disimpan untuk masa depan generasi tersebut untuk 

generasi yang selanjutnya. 

b. Investasi 

Investasi adalah komponen GDP yang paling 

mudah berubah. Jika pengeluaran terhadap barang dan 

jasa turun selama resesi maka penurunannya biasanya 

berkenaan dengan jatuhnya dalam pengeluaran untuk 

investasi. 

c. Permintaan Agregat 

Permintaan agregat adalah hubungan antar junlah 

output yang diminta dengan tingkat harga agregat. 

Dengan kata lain, permintaan agregat menunjukan 
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jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat 

pada tingkat harga tertentu. Permintaan agregat ini dapat 

diturunkan dari teori kuantitas uang, walaupun tidak 

sempurna. 

d. Penawaran agregat 

Penawaran agregat adalah hubungan antara 

jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan tingkat 

harga agregat. Karena bersifat fleksibel dalam jangka 

panjang dan kaku dalam jangka pendek.
16

 

  

5. Pengukuran pendapatan  

Pengukuran pendapatan menurut PSAK no. 23.3 sibagi 

menjadi dua bagian yaitu:
17

 

a. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang 

diterima. 

b. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi yang 

biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan 

pembeli. 

                                                             
 

16
 Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, Teori Mikro Ekonomi 

,(Jakarta:Kencana, 2010 

),140-233 

 
17

 Ikatan Akuntansi Indonesia, 23. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa 

pengukuran pendapatan harus diukur dengan nilai wajar yang 

diterima, jumlah pendapatan yang diperoleh dari suatu transaksi 

yang ditentukan oleh persetujuan antara kedua belah pihak yaitu 

persetujuan antara perusahaan dan pembeli. 

 

C. Konsep BUMDes 

BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh 

pemerintah desa serta masyarakat dalam mengelola institusi 

tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes 

dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undangan yang 

berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan 

BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian 

desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial 

melalui penawaran sumber daya lokal yang bertujuan untuk 

mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi 

penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan 

masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi 

penguatan ekonomi dipedesaan dalam mengembangkan 

perekonomian masyarakat. Undang-undang  No.32. tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213 ayat (1) disebutkan 
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bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai 

dengan kebutuhan dan potensi desa”. Subsatansi UU ini 

menegasakan tentang janji pemenuhan permintaan (demand 

complience scenario)  dalam konteks pembangunan tingkat desa. 

Logika pendirian BUMDes didasrkan pada kebutuhan an potensi 

Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes 

dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasrkan 

pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, ( user-owned, user-

benefited, and user-controlled), transparansi, emansipatif, 

akuntable, dan sustainable dengan mekanisme member-base dan 

self help. Dari semjua itu yang terpenting adalah bahwa 

pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara professional dan 

mandiri. BUMDes memrupaka pilar kegiatan ekonomi di Desa 

yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan 

komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga 

sosial berpihak kepada kepentungan masyarakat melalui 

kontribusinya dalam penyediaan pelayana sosial. Sedangkan 

sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan 

melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. 

Dalam menjalankan usahanya prinsip efesiensi dan efektifitas 
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harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, 

dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, 

dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat 

desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam disetiap 

Desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik 

lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing 

Desa. Peraturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui 

Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana dinytakan dalam 

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam 

rangka Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Oleh 

karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa 

BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat yang didasarkan 

pada potensiyang dapat dikembangkan dengan menggunakan 

sumber daya lokaldan terdapat permintaan pasar. Dengan kata 

lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional 

yang datang dari pemerintah, pemerintah provinsi, atau 

pemerintah kabupaten.
18

 

                                                             
18

 Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem 

Pembangunan (Pkdsp), Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik 
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Saat ini terdapat asset dana bergulir Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) PNPM-Mandiri Perdesaan yang saaat ini secara 

nasional nilainya mencapai kurang lebih Rp 10,450 trilyun 

(sepuluh trilyun empat ratus lima puluh milyar rupiah) 

kecamatan. 401 (empat ratus satu) kabupaten, 1 (satu) kota, dan 

33 (tiga puluh tiga) provinsi. Kementrian Desa PDTT yang 

memperoleh limpahan kewenangan untuk mentrannformasikan 

UPK-PNPM-Mandiri Perdesaan ke dalam system kebijakan 

berdasar UU Desa, telah berupaya menyusun rancangan 

Instruksi Presiden dengan substansi pengalihan asset dana 

bergulir tersebut menjadi modal pendirian BUMDesa bersama.
19

  

1. Pengertian BUMDes 

BUMDes Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah 

lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan 

pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa 

dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes 

menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka 

                                                                                                                                            
Desa,”(Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya,2007),3-4. 
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 Anom Surya Putra, “ Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif 

Desa” ( Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Teringgal, Dan Transmigrasi 

Republik Indonesia,2015), 38. 
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peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).
20

 Berangkat dari 

cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari 

BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah 

Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian 

BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi 

dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan 

lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar 

keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan 

warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem 

usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan 

terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Terdapat 7 

(tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga 

ekonomi komersial pada umumnya yaitu: 

a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara 

bersama. 

b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari 

masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau 

andil). 

                                                             
20

 Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem 

Pembangunan (Pkdsp), Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa,”(Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya,2007),3. 
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c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang 

berakar dari budaya local local (wisdom). 

d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi 

dan hasil informasi pasar. 

e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) 

dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy). 

f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan 

Pemdes. 

g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama 

(Pemdes, BPD, anggota). 

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal 

usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas 

mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus 

bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup 

kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal 

kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, 

bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per 

undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk 
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mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan 

bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah 

(Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes). Operasionalnya 

menggunakan falsapah bisnis yang berakar dari local wisdom 

atau budaya lokal, badan usaha yang dijalankan berdasarkanb 

pada potensi dan hasil informasi dari pasar, keuntungan yang 

diperoleh ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan angota 

(penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijakan Desa.
21

 

 

2. Tujuan Dan Fungsi Pendirian BUMDes. 

Ada Empat tujuan utama pendirian BUMDes di 

antaranya adalah: 

a. Meningkatkan perekonomian desa. 

b. Meningkatkan pendapatan asli desa. 

c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 

d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan 

ekonomi pedesaan. 
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Peningkata Pendapatan Asli Desa.” (Jrnal, Program Sarjana, Universitas Mariitim 

Raja Ali Haji Tanjungpinang, Lingga,2015), 11. 
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Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan 

ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, 

partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. 

Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan 

pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, 

efisien, profesional dan mandiri Untuk mencapai tujuan 

BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan 

(produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan 

Disebarluaskan oleh distribusi barang dan jasa yang dikelola 

masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan 

tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan 

menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan 

ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan 

pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan 

menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. 

Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang 

disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi 

ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh 

BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes 

dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa 
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yang dimaksud dengan ”kebutuhan dan potensi desa” adalah 

sebagai berikut: 

a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan 

kebutuhan pokok. 

b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara 

optimal  terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di 

pasar. 

c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan 

usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. 

d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi 

warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang 

terakomodasi. 

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha 

di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis 

usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain: 

1) Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik 

desa, dan usaha sejenis lainnya. 

2)  Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa. 

3) Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, 

perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis. 

4) Industri dan kerajinan rakyat. 
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Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal 

terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat 

diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal 

(SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) 

atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari 

dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut 

berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum 

yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta 

sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. 

Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur melalui 

Peraturan Daerah (Perda) setelah memperhatikan peraturan di 

atasnya. Melalui mekanisme “self help” dan “member-base”, 

maka BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi 

masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan 

model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat 

desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme 

kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan 

terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota 

(one for all). 
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3. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang NO. 

32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Desa dan Peraturan 

Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. 

a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Desa Pasal 213  

1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai 

dengan kebutuhan dan potensi desa. 

2) Badan usaha milik desa sebagaiman pada ayat (1) dapat 

melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-

undangan. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa 

pasal 78 

1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, 

pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik 

Desa sesuai dengan kebutuhan Desa. 

2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana 

dimaksudk pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan 

desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus berbadan hukum. 
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c. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa 

pasal 79 

1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang dimaksud 

dalam pasal 72 ayat (1) adalah usaha yang dikelola oleh 

pemerintah Desa. 

2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari : 

pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan 

pemerintah, pinjaman dan penyertaan modal dari pihak 

lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling 

menguntungkan. 

3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari 

Pemerintah Desa dan masyarakat. 

d. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa 

pasal 80 

1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2) Pinjaman sebagai mana dimaksud paada ayat (1) 

dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). 

e. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang desa pasal 

81 



43 

 

1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan 

dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan 

peraturan daerah Kabupaten/Kota. 

2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Sekurang-kurangnya memuat : 

Bentuk badan hukum, kepengurusan, Hak dan kewajiban, 

permodalan, bagi hasil usaha atau keuntungan , 

kerjasama dengan pihak ketiga, mekanisme pengelolaan 

dan pertanggung jawaban. 

 

4. Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) 

a. Pengelolaan BUMDes harus diljalankan dengan 

menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, 

emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, 

dengan mekanisme member-base dan self help yang 

dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan 

dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan 

informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-

lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan 

peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang 

dihasilkan. 
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b. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas 

inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus 

mengutamakan perolehan modalnya berasal dari 

masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak 

menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh 

modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten 

atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman 

kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-

undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes 

tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). 

c. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan 

tersebut, akan direalisir diantaranya dengan cara 

memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif 

terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi 

praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan 

pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan 

pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah 

BUMDes harus mampu mendidik masyarakat 

membiasakan menabung, dengan cara demikian akan 

dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat 

desa secara mandiri. 



45 

 

d. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan 

pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat 

desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan 

yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian 

BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap 

mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa 

yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan 

kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. 

Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah 

kabupaten. 

e. Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang 

perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah: 

1) masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan 

hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, 

sebagian besar memiliki matapencaharian di sektor 

pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi 

yang bersifat usaha informal. 

2) masyarakat desa yang penghasilannya tergolong 

sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian 

penghasilannya untuk modal pengembangan usaha 

selanjutnya. 
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3) masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat 

mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga 

banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki 

modal lebih kuat. 

4) masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya 

cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang 

memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk 

dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung 

memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil 

kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, 

maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri 

utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan 

sistem pengelolaanya.
22

 

f. Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk  

1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar 

pelayanan minimal), agar berkembang usaha 

masyarakat di desa. 

2) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom 

berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya 
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pengentasan kemiskinan, pengangguran dan 

peningkatan PADesa. 

3) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta  

masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di 

desa. 

 

5. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk 

dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan 

dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta 

modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat  6 (enam) 

prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu: 

a. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam 

BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik 

demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. 

b. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam 

BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta 

memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong 

kemajuan usaha BUMDes.  

c. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam 

BUMDes  harus diperlakukan sama tanpa memandang 

golongan, suku, dan agama. 
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d. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap 

kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh 

segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. 

e. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat 

dipertanggung jawabkan secara teknis maupun 

administrative. 

f. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan 

dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. 
23

 

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), 

maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes 

diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya 

penopang yakni  dana anggaran desa yang semakin besar. 

Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup 

untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan 

terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan 

untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting 

dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat 

kerjasama (cooperatif),  membangun kebersamaan/ menjalin 

kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu 
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menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengentasan 

kemiskinan, pengangguran dan membuka akses pasar. 

 

D. Hubungan Anatara Kegiatan Program Simpan Pinjam 

(BUMDes) Dengan Tingkat Pendapatan Masyarakat 

BUMDes merupakan dalah satu bentuk peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi Desa. BUMDes 

merupakan salah satu lembaga yang bertujuan meningkatkan dan 

mengembangkan sumber-sumber potensi ekonomi di Desa 

dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan juga 

memberdayakan serta mensejahterakan masyarakatnya. 

Pengelolaan BUMDes merupakan salah satu komponen dari 

pendapatan asli Desa (PADes), apabila pelaksanaan BUMDes 

dilakukan dengan baik dan maksimal, maka hasil yang akan 

diperoleh sangat potensial dan memberikan potensi yang besar 

untuk menunjang dan menambah kas bagi pendapatan asli desa 

(PADes) dan juga masyarakatnya. 

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara 

terhadap masalah penelitian yang kebenaraannya harus diuji 

secara  empiris.
24

 Hipotesis ini akan diuji oleh penulis sendiri 
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sehingga akan dapat suatu kesimpulan apakah suatu hipotesis  

tersebut dapat diterima atau ditolak. Dugaan penulis terhadap 

penelitian ini adalah adanya pengaruh anatara program simpan 

pinjam (BUMDes) (X) terhadap tingkat pendaptan masyarakat 

(Y). untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel X 

terhadap variabel Y, penulis menggunakan analisis regresi 

sederhana. Jika didasarkan pada rumusan maslah tersebut,  maka 

hipoetesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Ho : program simpan pinjam (BUMDes) (X) tidak 

berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat (Y) 

Ha : program simpan pinjam (BUMDes) (X) 

berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat (Y) 

  

E. Penelitian Terdahulu 

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-

temuan melalu hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan 

hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data 

pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti 

perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu 

yang relevan dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam 

skripsi ini, dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang 

dijadikanacuan adalah terkait dengan masalah BUMDes. Oleh 
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karena itu, peneliti mmelakukan langkah kajian terhadapa 

beberapa hasil penelitian sebagai berikut: 

a. Mahendra, 2007, Analisis Kinerja Badan Usaha Mlik Desa 

(BUMDES) dan imlementasinya bagi kemandirian ekonomi 

(Studi di Kabupaten Tulung Agung) 

Hasil penelitiannya mengidentifikasi badan usaha 

milik desa (BUMDES) dan menganalisis Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDES) terhadap  kemandirian ekonomi pada 

Kabupaten Tulung Agung. Penelitian ini lebih difokuskan 

pada kinerja Badan Ussaha Milik Desa (BUMDES) di 

Kabupaten Tulung Agung dan implikasinya bagi 

kemandirian ekonomi. Metode penelitian menggunakan 

metode penelitian kualitatif, dengan jenis study kasus (case 

study). sumber data berasal dari wawancara, observasi, dan 

dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis model interaktif yaitu menyajikan data serta 

memnarik kesimpulan.  

Dari hasil penelitian ini di deskripsikan, bahwa 

kinerja BUMDES ditinjau dari aspek pelayanan dapat 

melayani masyarakat dengan baik, ditinjau dari aspek 

akuntabilitas dapat membawahi berbagai program 
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pemerintah, ditinjau dari aspek peningkatan taraf hidup dapat 

memliki penghasilan tambaha dari BUMDES ditinjau dari 

aspek ketaan terhadap Undang-undang telah dilakanankan 

sedangkan implikasinya terhadap kemandirian ekonomi 

masyarakat yaitu. Kinerja BUMDES terkait aspek pelayanan 

berimplikasi terhadap pendapaan hasil desa.
25

 

b. Iksan Nuriman, Implementasi Kebijakan Desa Janggolan Di 

Kabupaten Banyumas Tentang Pendapatan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDES). (Studi Kasus Di Desa Tanggerang 

kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas). 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode pendekatan kualitatif, dengan jenis studi 

kasus (case study). Sumber data berasal dari wawancara, 

observasi, dan dokumen-dokumen. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis model interaktif, yaitu menyajikan 

data serta menarik kesimpulan.
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